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Pasal 14 PERMA 2/2015 yang menjelaskan mengenai peran Hakim 
dalammenyelesaikan gugatan sederhana, hal ini dapat dikaitkan dengan PERMA 
1/2019. Kedua PERMA tersebut menimbulkan tuntutan besar bagi Hakim dalam 
menyelesaikan perkara gugatan sederhana dengan adminitrasi perkara dan 
persidangan di Pengadilan.Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk Mengkaji 
Implementasi Pengaturan Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Gugatan Sederhana. 2)Untuk Mengkaji Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 
Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana. 3) Untuk 
Mengkaji Problematika yang muncul pada Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 
2015 Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 
Jenis penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Kualitatif dimana 
penelitian ini yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit 
tentang keadaan  objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan 
secara umum.  
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi peraturan pada 
Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik yaitu 
dengan melaksanakan 6 (Enam) prisnsip kekuasaan kehakimanprinsip yang harus 
dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip independence, 
impartiality, integrity, propriety, equality, dan competence and 
diligence.Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan 
Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara 
Elektronikdilakukan dengan melakukan suatu penegakan hukum yang diharapkan 
dari adanya suatu PERMA dibentuk. Terkait dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 
ditinjau dari unsur-unsur penegakan hukum terdiri dari: hukum sebagai suatu 
sistem, upaya penegakan hukum, dan penemuan hukum (rechtsvinding). 
Problematika yang muncul dari adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 terletak 
kesesuaian acara persidangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang 
didalamnya mengatur tata cara persidangan dan aturan dalam persidangan.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 






 Article 14 of PERMA 2/2015 which explains the role of Judges in 
resolving simple claims, this can be attributed to PERMA 2/2015. Both of these 
PERMAs pose huge demands for Judges in resolving simple lawsuit cases with 
the administration of cases and trials in the Court. This research aims: 1) To 
Review the Implementation of Regulation on the Implementation of Perma 
Number 2 Year 2015 Amendment of Perma Number 2 Year 2015 Regarding 
Simple Lawsuit. 2) To Review the Application of Perma Number 4 of 2015 
Amendment of Perma Number 2 of 2015 About Simple Lawsuit. 3) To Study the 
Problem of Mathematics that Appears in the Application of Perma Number 2 Year 
2012 Amendment of Perma Number 2 Year 2015 Concerning Simple Lawsuit 
 This type of research uses a Qualitative Descriptive specification where 
this research is included in the type of qualitative research that is a study that aims 
to provide a concrete description or explanation of the state of the object or 
problem under study without drawing conclusions in general. 
 The results of this study indicate that the implementation of regulations 
in Perma Number 2 of 2015 concerning Simple Lawsuit and Perma Number 1 of 
2019 concerning Case Administration and Electronic Trials is to carry out 6 (Six) 
principles of judicial power principles that must be used as a guide for judges in 
the world, namely the principles of independence, impartiality, integrity, 
propriety, equality, and competence and diligence. Perma Application No. 2 of 
2015 concerning Simple Lawsuit and Perma Number 2 of 2015 concerning 
Electronic Administration of Cases and Trials is carried out by carrying out a law 
enforcement that is expected from the existence of a PERMA was formed. 
Related to PERMA No. 2 of 2015 in terms of elements of law enforcement 
consisting of: law as a system, law enforcement efforts, and legal discovery 
(rechtsvinding). The problem that arises from the existence of Perma Number 2 
Year 2015 and Perma Number 1 Year 2019 lies in the suitability of the 
proceedings with the Code of Procedure Law which regulates the procedure for 
the trial and the rules in the trial. 
 Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan 
hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang 
lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
1
 Timbulnya 
hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan 
kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara 
melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata 
yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut 
“hukum perdata material”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur 
bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban 




Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia 
adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah 
pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material 
pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan 
orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu. Hukum perdata material 
                                                 
1
 C.S.T.Kansil, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka,1986, hal. 214.   
2
  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 2000, Bandung: PT Citra Aditya 





 memuat dan mengatur segala persoalan mengenai:
3
 
1. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (personrecht)  
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (familiarecht)  
3. Harta kekayaan (vermogensrecht)  
4. Pewarisan (erfrecht)  
Inilah sub-sub bidang hukum perdata yang termasuk hukum perdata 
material. Sedangkan sub-bidang mengenai melaksanakan dan 
mempertahankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hukum acara perdata. 
Hukum acara perdata merupakan sub-disiplin ilmu hukum yang berdiri 
sendiri.
4
Untuk dapat memulihkan dan mempertahankan hukum materiil 
terutama dalam hal ada pelanggaran, diperlukan perangkat hukum lainnya 
yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata formil atau 
hukum acara perdata (burgelijke procesrecht/civil law of procedure) 
bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya 
hukum perdata materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian 
perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga 
peradilan) yang dilaksanakan pada ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian 










 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 





Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah 
hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke 
pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya 
mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang 
berperkara sekaligus mengurus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara 
melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan 




Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian 
hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan 
sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum 
perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui 
pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan 
kepastian hukum dalam masyarakat.7 
Penyelesaian perkara perdata dapat dilaksanakan dengan acara sederhana. 
Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah 
hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai 
gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan 
diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena 
pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
(PERMA 2/2015). Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai 
                                                 
6
Ibid, hlm. 9 
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“gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari 
sejak sidang pertama. 
Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, PERMA 2/2015 
mengkategorikan perkara sebagai small claim court, harus pula memenuhi 
ketentuan berikut ini, yaitu: sengketanya mengenai wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan 
pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak 
boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak 
Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus 
berdomisili di wilayah hukum yang sama. 
Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara small claim court, nampak 
dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, 
mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang 
disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, 
rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya 
adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara 
langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan 
harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian 
dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi. 
Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap 
putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang 





yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh 
majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi). 
Dalam hukum perdata juga banyak terjadi sengketa wanprestasi atau 
ingkar janji akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, akan 
tetapi tidak dapat melaksanakan suatu prestasi dengan sempurna atau sesuai 
dengan yang telah dijanjikan. Penanganan kasus perdata di pengadilan 
memakan waktu antara 1 sampai dengan 4 bulan sampai adanya putusan 
majelis hakim. Padahal dalam dunia ekonomi atau bisnis membutuhkan 
penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, sederhana, dan transparansi, 
sehingga putusannya benar-benar memiliki nilai keadilan.  
Menjawab permasalahan ini, maka Mahkamah Agung melakukan suatu 
terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaruhi 
juga dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana. Dalam perma tersebut, sengketa yang bisa diselesaikan 
adalah sengketa wanprestasi atau cidera janji dengan nilai sengketa maksimal 
Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan tenggang 
waktu maksimal 1 bulan (25 hari kerja).
8
 Setiap persidangan yang 
berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang 
bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan 
majelis. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari penyelesaian sengketa 
sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, 
                                                 
8Martha Eri Safira, “Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata 





pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih 
obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal.
9
 
Hakim dalam memimpin persidangan acara perdata harus bersifat pasif 
dan bersifat aktif. Terdapat pandangan bahwa hakim perdata multak bersifat 
pasif.  Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak 
mencari-cari perkara) atau luas ruang lingkup sengketa tergantung para pihak, 
tetapi meliputi hakim pasif dalam memimpin persidangan.  Asumsinya karena 
perkara adalah kehendak para pihak sehingga hakim tidak perlu mencampuri 
jalannya perkara.  Perihal bagaimana proses persidangan berjalan, pengajuan 
bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak menetapkan hubungan hukum 
merupakan urusan para pihak.  Hakim hanya bertugas mengawasi  agar 
peraturan hukum acara dilaksanakan oleh para pihak. 
Paradigma di atas berasal dari filsafat hukum barat yang liberal-
individualisme yang dilembagakan dalam Reglement op de Burgerlijke 
Rechtsvordering (RV).  Tetapi sesungguhnya RV tidak berlaku sebagai 
hukum acara perdata  di pengadilan negeri (landraad), karena  yang berlaku 
di Jawa dan Madura adalah Herziene Indonesisch Reglement (HIR), 
sedangkan untuk luar Jawa dan Madura adalah Rechtsreglement voor de 
Buitengewesten (RBg).   HIR/RBg lahir dari aliran tradisional indonesia yang 
menghendaki agar setiap perkara yang disidangkan hakim diselesaikan secara 
tuntas. 
                                                 
9





HIR/RBg lahir disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat yang 
sederhana.  Proses dan prosedur persidangan dibuat jauh dari kesan 
formalistik.  Prinsip persidangan bersifat lisan.  Gugatan juga dapat dilakukan 
secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).  Persidangan dilakukan dengan 
cara tanya jawab di muka hakim.  Oleh karena itu hakim berperan dominan 
dalam memimpin persidangan maupun dalam nenentukan semua faktor dan 
proses. 
Hakim memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara, ilmu 
pengetahuan dan wawasan Hakim harus selalu mengikuti perkembangan 
zaman. Tuntutan Perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan 
administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan 
efisien. Hal ini merujuk pada zaman yang semakin maju dan berkembangnya 
teknologi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 
(PERMA 1/2019) hadir sebagai solusi dalam menjawab perkara yang masuk 
dan mengharuskan untuk menggunakan media elektronik dalam administrasi 
perkara dan persidangan di Pengadilan. 
Pasal 14 PERMA 2/2015 yang menjelaskan mengenai peran Hakim 
dalammenyelesaikan gugatan sederhana, hal ini dapat dikaitkan dengan 
PERMA 1/2019. Kedua PERMA tersebut menimbulkan tuntutan besar bagi 
Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana dengan adminitrasi 





Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap 
peran Hakim dalam menyelesaikan gugatan sederhana dengan melalui 
administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang perlindungan terhadap 
perempuan korban kekerasan seksual dengan mengambil judul PENERAPAN 
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG GUGATAN SEDERHANA 
DALAM ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA 
ELEKTRONIK 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka 
penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Implementasi peraturan pada Penerapan Perma Nomor 2 
Tahun 2015 Tentang Gugatan sederhana dalam Administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik. 
2. Apa saja problematika yang muncul dengan adanya Penerapan Perma 
Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Gugatan Sederhana? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 





1. Untuk Mengkaji Implementasi Pengaturan Penerapan Perma Nomor 2 
Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 
2. Untuk Mengkaji Problematika yang muncul pada Penerapan Perma 
Nomor 2  Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
ilmu pengetahuan mengenai penerapan Pasal 14 Perma Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara 
Elektronik. 
b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas 
penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I 
di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat 
tentang penerapan Pasal 14 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Gugatan Sederhana dalam Administrasi Perkara dan Persidangan 
secara Elektronik. 





Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber 
bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
penerapan Pasal 14 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan 
Sederhana Dalam Administrasi Perkara dan Persidangan secara 
Elektronik serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa 
dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian 
berikutnya yang lebih mendalam. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam sebuah penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan 
penelitian yang penulis lakukan walaupun memiliki tujuan yang berbeda. 
Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang 
lebih dulu membahas terkait dengan penelitian penulis, diantaranya adalah: 
1. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sayarif 
Hidayatullah Jakarta tahun 2016 yang disusun oleh Maulana Ishaq 
dengan judul “Penggunaan Hakim Tunggal Pada Penyelesaian Gugatan 
Sederhana Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”. Substansi dari 
skripsi tersebut membahas tentang implementasi hakim tunggal dalam 
penyelesaian perkara Gugatan Sederhana yang merupakan terobosan baru 
dalam penyelesaian sengketa perkara gugatan sederhana berdasarkan 
kekuasaan kehakiman. 
2. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2018 yang 





Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif 
Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 
4/Pdt.G.S/2017/PN.Tlg). Substansi dari skripsi tersebut membahas 
tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Gugatan 
Sederhana tentang wanprestasi dalam putusan nomor 
4/Pdt.G.S/2017/PN.Tlg serta bagaimaana perspektif hukum Islam 
memandang masalah perkara gugatan sederhana tentang wanprestasi atau 
ingkar janji dalam putusan nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN.Tlg. 
3. Blogspot Wasis Bicara tahun 2015 yang ditulis oleh Wasis Priyanto yang 
merupakan pegawai dari Pengadilan Negero Sukadana Kabupaten 
Lampung Timur dengan judul “Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small 
Claim Court) Di Indonesia”. Substansi dari tulisan blogspot tersebut 
membahas tentang tatacara dalam acara pemriksaan perkara Gugatan 
Sederhana. 
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
Substansi dari peraturan ini adalah diperkenalkannya metode 
penyelesaian sengketa perkara perdata melalui gugatan sederhana. Hal ini 
merupakan terobosan baru dari dunia peradilan di Indonesia yang 
bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkaraa yang telah menjadi 






F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Kualitatif 
dimana penelitian ini yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau 
penjelasan secara konkrit tentang keadaan  objek atau masalah yang 
diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi 
penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto
9 
 dalam bukunya 
Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :  
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan 
untuk memberikan bahan hukum yang seteliti mungkin dengan 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya 
menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa maksud mengambil 
kesimpulan yang berlaku umum. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, 
fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan 
dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif 
menafsirkan dan menuturkan bahan hukum yang bersangkutan dengan 
situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam 
masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, 
perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. 
masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif 





menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. 
Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan bahan hukum, 
menganalisis bahan hukum, meginterprestasi bahan hukum, dan 




2. Metode Pendekatan 
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 
merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah 
teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam 
Undang - Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.. Dengan 
kata lain, metode penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang 
(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan undang- undang (statue approach) dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual 
(conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
11
 isu hukum 
yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 
berkembang di dalam ilmu hukum.
12
 
3. Sumber Data 
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Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni 
pendekatan Yuridis Normatif, maka bahan hukum yang diperlukan 
dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber bahan hukum 
sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari 
peraturan perundang- undangan, catatan resmi, putusan- putusan 
hakim.
13
 Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang 
digunakan: 
1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; 
4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhada; 
b. Data sekunder 
Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau 
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang 
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan 
hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, 
mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan 
tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan 
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memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah 
ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari 
dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari 
bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu 
memperoleh informasi lain selain informasi utama.
14
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ada 
beberapa teknik yang digunakan, yaitu : 
a. Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch ) 
Untuk mengumpulkan bahan hukum teoritik, yaitu dengan 
cara pengumpulan bahan hukum dan literature yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca 
dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang 
diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum 
diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam 
Sultan Agung,Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan 
Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku 
referensi yang di dapat. 
b. Studi Dokumen  
Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan bahan 
hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara 
menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang didapatkan 
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melalui penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti yang 
berhubungan dengan diberikan oleh pihak terkait yang 
berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
5. Metodelogi Analisis Data 
Dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan metode 
analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan 
bahan hukum deskriptif analisis. Bahan hukum deskriptif analisis 
adalah bahan hukum yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka 
dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara 
tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 
utuh. 
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Untuk memperjelas dalampenulisan skripsi ini, maka penulis membuat 
sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinajuan pustaka, metode penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang 





persidangan di Pengadilan yang penulis jabarkan dalam 
tinjauan umum tentang gugatan sederhana, tinjauan 
umum tentang administrasi perkara dan persidangan di 
Pengadilan, dan tinjauan umum tentang administrasi 
secara elektronik. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokokpermasalahan 
yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah 
penelitian ini yaitu: konstruksi pengaturan Pasal 14 Perma 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dalam 
Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, 
penerapan Pasal 14 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Gugatan Sederhana Dalam Administrasi Perkara dan 
Persidangan secara Elektronik, dan problematika yang 
muncul pada pengaturan Perma Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Gugatan Sederhana Dalam Administrasi Perkara 
dan Persidangan secara Elektronik. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab 
ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan 













A. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung 
Pemikiran mengenai konsep negara hukum sudah ada sejak lama, cita 
negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan 
kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Dalam perkembangannya, terdapat 
korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, 
dengan kedaulatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Negara hukum 
dalam pandangan Aristoteles bersumber pada kekuasaan tertinggi (supreme) 
yakni hukum bukan manusia, alasan Aristoteles yang menempatkan 
supremasi hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi adalah karena 
bagaimanapun arifnya manusia sebagai penguasa, manusia tidak dapat 
menggantikan hukum. Selanjutnya Aristoteles mengatakan bahwa suatu 
pemerintahan atau penguasa baru akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, 
dan kesejahteraan umum, apabila hukum dijadikan sumber kekuasaan. 
Artinya pemerintahan yang baik terletak pada pengakuan penguasanya 
terhadap supremasi hukum dan pengakuan tersebut terjelma dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum dalam konsep Aristoteles 
menekankan pada hukum yang substansinya adalah “keadilan”. Jadi hukum 
pertama-tama harus bertindak adil (ius quia iustum).
15
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Di Indonesia sendiri menggunakan konsep negara hukum Pancasila, dan 
penjelasannya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 
penjelasan tersebut dikatakan: “Indonesia ialah negara hukum yang berdasar 
atas hukum (rechtstaat) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum 
(rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machsstaat)”.16 Menurut 
para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang 
menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara 
penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokrasi. Namun 
lain halnya dengan pendapat ahli hukum yang lain, yang menyatakan bahwa 
negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:
17
 
Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan 
dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun 
dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, 
melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku.  
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan 
salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini 
menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak 
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manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali 
terhadap hukum dan keadilan.
18
 
Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang 
demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang 
berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya Kekuasaan 
Kehakiman yang independen dan tidak berpihak, maka apapun sistem hukum 
yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the 
principles of independence and imperiality of the judiciary haruslah benar-
benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional. Lembaga peradilan 
yang tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya 
yang sederhana. Lama kelamaan bentuk dan sistem peradilan berkembang 
menjadi semakin kompleks dan modern. Oleh karena itu seperti yang 
dikemukakan oleh Joko Soetono DJ, ada empat tahap dan sekaligus empat 
macam rechtspraak yang dikenal dalam sejarah yaitu:
19
 
1. Rechtspraak naar ongeschreven recht (hukum adat), yaitu pengadilan 
yang didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak tertulis seperti 
pengadilan adat.  
2. Rechtspraak naar precedenten, yaitu pengadilan yang didasarkan atas 
prinsip preseden atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti 
yang dipraktikkan di Inggris.  
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3. Rechtspraak naar rechtsboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas 
kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik dengan pengadilan agama 
(Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama’ 
ahlussunnah wal-jama’ah atau kitab-kitab ulama syi’ah.  
4. Rechtspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas 
ketentuan-ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang. 
Pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum 
positif atau moderne wetgeving yang mengutamakan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat tertulis (geschreven wetgeving).  
Sistem kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unit dalam 
pengorganisasian kekuasaan negara sebagai sub sitem ketatanegaraan telah 
mengalami perubahan. Dalam perspektif subjek hukum kenegaraan, 
perubahan sistem ketatanegaraan dengan membentuk, dan selain itu 
menegaskan pula kategori masing-masing lembaga yang terdapat di dalam 
Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasannya 
pelaku Kekuasaan Kehakiman ada tiga yaitu; Mahkamah Agung, Badan 
Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian selain menegaskan 
pelaku Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan adanya badan-badan 





Kepolisisan, Kejaksaan, Pengadilan dan Aparat eksekusi. Fungsi masing-
masing lembaga negara tersebut berkaitan dengan fungsi Kekuasaan 
Kehakiman yakni fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan.
20
 
Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori 
klasik tentang pemisahan kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, 
dan yudisial berada di tiga organ yang berbeda. Tujuan diadakannya 
pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah jangan sampai kekuasaan 
pemerintah dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan secara sewenang-
wenang. Kekuasaan kehakiman yang dialakukan oeh Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan lainnya dan yang meliputi keempat lingkungan 
pengadilan merupakan kekuasaan yang merdeka, dalam arti kekuasan 
pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur tangan. Untuk itu, diperlukan 
adanya jaminan terhadap kedudukan para hakim dalam undang-undang.
21
 
Salah satu ciri utama dari sebuah negara hukum adalah adanya eksistensi 
kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang bersifat mandiri dan independen atau 
merdeka dari intervensi cabang kekuasaan lainnya. Harold See lebih 
bersepakat untuk mengaitkan dua paradigma dalam memandang independensi 
lembaga kehakiman (yudisial) yakni yang pertama adalah perspektif 
pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (institutional 
indepedence) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. 
Aspeknya termasuk organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. 
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Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan 
(decesional indepedence). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari 
pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang 
pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk 
menjamin terwujudnya negara hukum.
22
 
Oleh karena itu, lembaga peradilan sebagai perwujudan kekuasaan 
kehakiman (judicial power) hendaknya difungsikan sebagai:
23
 
1. Katup Penekan (Pressure Value), yaitu kewenangan yang diberikan oleh 
konstitusi dan Undang-undang adalah untuk menekan setiap tindakan 
yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. 
Setiap pelanggaran adalah yang bersifat inkonstitutional, bertentangan 
dengan ketertiban umum (contrari to the public order), dan yang 
melanggar kepatutan (violation with the reasonable ness).  
2. Senjata Pamungkas (ultimum remidium), yaitu konstitusi dan undang-
undang menempatkan badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, 
disamping sebagai tempat terakhir (the last resort), untuk mencari dan 
menegakkan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar 
pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan.  
3. Penjaga Kemerdekaan Masyarakat (the guardian of citizen’s 
constitutional rights and human rights), yaitu lenmbaga peradilan harus 
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mampu dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan 
hak asasi manusia (to respect, to protect and to fullfil of human rights).  
4. Wali Masyarakat (judiciary are regarded as costudian of society), yaitu 
badan-badan peradilan merupakan tempat perlindungan ( protection) dan 
pemulihan kepada keadaan semula (restitio in integrum) bagi anggota 
masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau 
diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh 
penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan 
menentukan tindakan itu boleh dilakukan atau tidak, tindakan/ perbuatan 
yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak, dan mentukan 
apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak (the freedom of contract principal) bertentangan dengan 
ketertiban umum atau kepatutan. 
5. Prinsip Hak Immunitas (immunity right), yaitu dalam menjalankan fungsi 
peradilan maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak imunitas.  
6. Putusan Pengadilan seperti Putusan Tuhan (judicium die), yaitu hal ini 
sebagai prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan undang-
undang kepada lembaga peradilan dan hakim.  
UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata 
usaha negara, adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping 





(amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi 
sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya 
salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman.
24
 Suatu negara hukum perlu adanya 
suatu Mahkamah Agung, sebagai badan ataupun lembaga yang mempunyai 
tugas menegakkan tertib hukum dan juga merupakan peradilan kasasi serta 
mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan di bawahnya. Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung merupakan udang-undang 
terbaru yang mengatur mengenai Mahkamah Agung. Undang-undang ini 
memuat perubahan terhadap berbagai substansi undang-undang sebelumnya 
yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Perubahan tersebut disamping 
guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam 
Amandemen UUD 1945, juga didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru.
25
 
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman maka kekuasaan Mahkamah 
Agung adalah seluas kekuasaan kehakiman. UUD 1945 tidak memberikan 
rincian atau batasan tentang Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 24 UUD 
1945 hanyalah menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan 
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 
Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam Undang-
Undang tentang kedudukan para hakim. Dalam memahami makna Pasal 24 
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 UUD 1945 tersebut, khususnya yang bertalian dengan kekuasaan Mahkamah 
Agung, terdapat dua penafsiran yang berbeda satu sama lain yaitu:
26
 
1. Bahwa Mahkamah Agung tidak termasuk Badan Kehakiman lain yang 
dijelaskan menurut ayat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, susunan dan 
kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian 
kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.  
2. Bahwa Mahkamah Agung adalah termasuk Badan Kehakiman yang 
susunan dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang.  




“Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menjadi jelas bahwa Mahkamah 
Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di negara 
ini. Dalam UUD 1945 juga tidak ada satupun Pasal yang memberikan 
wewenang kepada suatu lembaga yang dapat membatasi kekuasaan 
Mahkamah Agung tersebut, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat 
misalnya. Kekuasaan kehakiman yang dimiliki Mahkamah Agung adalah 
kekuasaan yang berdiri sendiri”. 
Secara khusus kedudukan, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung 
diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan 
dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Antar 
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1. Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan 
Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.  
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam 
bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga 
tinggi negara.  
3. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden/Kepala Negara 
untuk pemberian/penolakan grasi.  
4. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya 
terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang.  
Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, berimbas kepada pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya. Jika diteliti secara seksama, rumusan Pasal 24A ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa 
Mahkamah Agung secara tegas diamanati dengan dua kewenangan 
konsitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji Peraturan 
Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 
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Sedangkan kewenangan lainnya adalah kewenangan tambahan yang di 
delegasikan secara konstitusional kepada pembentuk Undang-Undang.
29
 
Mahkamah Agung sebagai bagian dari konsep penyelenggaraan 
kewenangan Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri, maka mencakup 
juga gagasan tentang kerangka konseptual penyelenggaraan satu atap (one 
roof sistem) walaupun secara fungsi yudisial dari sejak dulu memang telah 
menganut sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, namun menyangkut 
urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan sebelum tahun 2004 masih 
berada di bawah departemen-departemen terkait, misalnya bagi peradilan 
umum dan TUN berada dibawah departemen kehakiman, peradilan agama di 
bawah departemen agama dan peradilan militer berada di bawah Panglima 
ABRI yang notabene merupakan lembaga-lembaga negara yang berada di 
luar lembaga yudikatif, konsep yang demikian menimbulkan kekhawatiran 
bahwa dengan berlakunya dualisme sistem dalam wadah organisasi lembaga 
Kekuasaan Kehakiman akan berdampak pada terganggunya kemandirian 
hakim dan semua instrumen peradilan dalam menjalankan tugas-tugas 
penyelesaian perkara. Sebagai puncak peradilan tertinggi bagi para pencari 
keadilan, Mahkamah Agung pada prinsipnya memegang prinsip kewenangan 
ganda yaitu sebagai lembaga judex juris atas perkara-perkara yang diajukan  
upaya-upaya hukum kepadanya juga sebagai lembaga pembinaan dan 
pengawasan tertinggi bagi badan-badan peradilan di bawahnya.
30
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Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan 
UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap UU 
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini, maka Mahkamah Agung 
mempunyai beberapa fungsi yaitu:
31
 
1. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan 
kasasi, peninjauan kembali dan sengketa perampasan kapal asing. Pasal 
28 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung 
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan 
kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan mengadili terhadap 
semua lingkungan pengadilan. Selain itu Mahkamah Agung juga 
memiliki kewenangan mengadili sengketa mengenai kapal asing.  
2. Fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang, yakni pengaturan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) 
huruf b dan ayat (3) yang menegaskan, “Mahkamah Agung mempunyai 
kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang”. Pengujian hak uji materiil ke 
Mahkamah Agung diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2004, yang 
menurut PERMA tersebut pengujian hak uji materiil ke Mahkamah 
Agung hanya dapat dilakukan melalui permohonan kasasi.  
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3. Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi pengaturan yang dimiliki oleh 
Mahkamah Agung lahir berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985. 
Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur 
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan 
peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
perundang-undangan. Penjelasan Pasal 79 menyatakan bahwa peraturan 
yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung ini berbeda dengan peraturan 
yang dibentuk oleh pembentuk UU karena sifat peraturan yang dapat 
dibuat oleh Mahkamah Agung hanya pengisi kekosongan hukum acara 
dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau 
yang berhubungan dengan pembuktian. Wujud dari fungsi mengatur yang 
dimiliki Mahkamah Agung biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) misalnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP.  
4. Fungsi pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan Mahkamah 
Agung diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2004 dan UU Nomor 14 tahun 
1985. Berdasarkan UU tersebut obyek dan fungsi pengawasan 
Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengawasan 
terhadap penasehat hukum, notaris, serta pengawasan terhadap hakim 
dan proses peradilan. Mahkamah Agung juga tidak boleh mengurangi 





5. Fungsi pertimbangan dan nasehat hukum. Kewenangan untuk 
memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 14 
tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat 
memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun 
tidak kepada lembaga tinggi lainnya. Sedangkan kewenangan untuk 
memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 
1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan 
untuk memberikan nasehat kepada Presiden dalam menerima dan 
menolak grasi.  
6. Fungsi administratif, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 
menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah 
Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya berada di 
bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan ini merupakan 
konsekuensi dari keinginan penyatuan atap lembaga peradilan.  
Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan 
puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara.
32
Jadi Mahkamah 
Agung merupakan lembaga tinggi negara di bidang kehakiman 
yangmembawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan agama, lingkurangan 
peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota 
negara. Selanjutnya susunan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 
4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
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2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung.Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24 A 
ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung 
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-
Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan 
kata lain, oleh UUD NRI 1945 setelah amandemen, Mahkamah Agung secara 
tegas hanya diamanati dua kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada 




Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah 
Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.  Keabsahan 
produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: 
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” 
Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai 
peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lex 
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specialisderogat lex generalis (hukum yang bersifat khusus 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia 
hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam 
penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini 




Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih 
lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 
Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan 
PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No. 3 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan 
penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang 
berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam 
memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-
diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah 
meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. 
Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan 
internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa 
semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-
undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara 
bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk 
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jenis kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam 
konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 
mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki 
akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. 
Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap 
praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di 
Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan 
(termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka 
gender.  
Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan 
dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang 
isinya:  
1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia  
2. Non diskriminasi  
3. Kesetaraan gender  
4. Persamaan di depan hukum  
5. Keadilan  
6. Kemanfaatan  
7. Kepastian hukum  
PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang 






“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang 
berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan 
sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”  
PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di 
Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparatur 
Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Dengan 
demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi 
wewenang Peradilan Agama yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah 
kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan 90% 
lebih dari sekitar setengah juta perkara yang diterima dan diputus oleh 
Peradilan Agama di Indonesia pada setiap tahunnya.  
Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan 
kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga 
memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang 
dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, 
pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya 
untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk 
Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara 
kelembagaan terhadap MA. Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur 
hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilannya merupakan 
salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana 
peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang 





dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik 
kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk 
Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses 
partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma.
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Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada 
pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma. Mengacu pada Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak 
masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui 
Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-
undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena 
tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila 
kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan 
penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena 
membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.
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Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam 
fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya 
tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan 
selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas 
kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan 
yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi 
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pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah 
Agung dan melalui PERMA. Kedua,pendekatan melalui court management. 
PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga 




Fungsi dari PERMA selama ini dirasa efektif untuk memperlancar 
jalannya peradilan dan penegakan hukum. Seperti PERMA Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP. PERMA ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang 
saat ini diperlukan karena KUHP yang ada dirasa sudah tidak relevan lagi 
digunakan pada jaman sekarang, sebab nilai uang yang tercantum dalam 
KUHP tersebut belum pernah disesuaikan lagi dengan nilai uang sekarang. 
Dalam prakteknya, dibuatnya suatu PERMA dilakukan oleh tim khusus yang 
melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Hukum DPR dan utusan instansi 
lainnya.  Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI 
yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. 
Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui 
PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang 
diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka 
seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas 
mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah Agung 
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Apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung 
berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan 
kebutuhan masyarakat dianggap tepat apabila Mahkamah Agung 
mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (complementary). 
Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang 
mengatakan bahwa setelah diakuinya PERMA RI sebagai salah satu 
perundang-undangan dalam sistim hukum Indonesia seharusnya Mahkamah 
Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, 
dalam arti PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, 




Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana 
undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “delegated 
legeslations” sebagai “sub ordinate legislations” di bawah undang-undang. 
Disebut sebagai “delegated legeslations” karena kewenangan untuk 
menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-
undang oleh pembentuk undang-undang (legislature). Lembaga-lembaga 
yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga 
yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif 
tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat 
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delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti 
PERMA biasa disebut juga dengan “executive acts” atau peraturan yang 
ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.
40
 
Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan 
hukum di Indonesia sebagai wahana “judge made law” hakim membentuk 
hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen 
pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik 
penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. 
Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses 
untuk rechtsbeoefening (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua 
kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam 
masyarakat. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta 
kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA 
terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap 
berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur 
sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan 




Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya 
peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai 
pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul 
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diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak 
ada urgensi untuk membuat PERMA. Oleh karena itu pada konsiderans 
PERMA, harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang 
mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-
benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi 
kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau 
kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera 
meresponsnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan 
komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan 
efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 




Namun perlu diingat bahwa PERMA RI bukanlah satu-satunya jalan di 
dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara 
yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan 
lembaga peradilan secara tertib dan terpadu, maka PERMA RI merupakan 
pilihan yang tepat untuk dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di 
dalam melakukan proses penemuan hukum. Dapat dibayangkan apa yang 
akan terjadi dengan sistim peradilan di Indonesia jika terjadi disparitas dalam 
penerapan hukum acara (disparity of procedure) antara satu pengadilan 
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dengan pengadilan lainnya ketika mengadili perkara sejenis. Hal ini terjadi 
karena belum adanya ketentuan hukum acara yang mengatur, sedangkan 
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bersikap pasif dan 
membiarkan kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Hakim 
akan dengan mudah berlindung di balik asas “independensi kekuasaan 





B. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana 
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata sering muncul sengketa 
antara para pihak yang berkepentingan. Yang mana apabila tidak dapat 
diselesaikan oleh para pihak, kemudian meminta bantuan kepada pengadilan 
untuk menyelesaikannya dengan mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak 
adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan 




Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat 
(1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering), yang 
tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya 
disebut gugatan. Di mana selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang 
berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat 
bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan perceraian. 
                                                 
43







Pengertian lainnya dari gugatan adalah suatu sengketa di mana ada seorang 
atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang 
dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela 
melakukan sesuatu yang diminta untuk itu. Untuk penentuan siapa yang benar 
dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan (Hakim).
45
 
Peraturan perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang 
mempunyai sifat mengatur dan mengikat secara umum. Karena mempunyai 
sifat tersebut, maka dalam pembentukannya peraturan perundang-undangan 
tidak boleh dibuat secara asal. Harus ada kesesuaian antara peraturan 
perundang-undangan yang satu dengan lainnya, baik itu kesesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan yang di atasnya (vertikal) ataupun peraturan 
perundang-undangan yang sejajar tingkatannya (horisontal). Menurut Maria 
Farida Indrati Soeprapto pengertian ”harmonisasi” dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan adalah: ”suatu upaya atau suatu kegiatan 
untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat 
sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horisontal) atau 
bersifat hirarkis (vertikal)”.46 
Peraturan perundang-undangan yang baik tergambar pada sinkronisasi 
dan harmonisasi yang tidak hanya dilakukan dengan menyesuaikan dan 
menyelaraskan berbagai pengertian serta kalimat yang ada dalam berbagai 
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peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam pembentukan perundang-
undangan harus pula memperhatikan pada latar belakang dan konsep berfikir 
serta sistem yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-
undangan tersebut. Contohnya, apabila suatu peraturan perundang-undangan 
yang mempunyai latar belakang dan konsep berpikir serta dipengaruhi oleh 
sistem yang individualis, tentu akan sangat sukar diselaraskan dengan 
peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai latar belakang, konsep 
berpikir dan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan.
47
 
Roscoe Pound dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis, 
disini sumbangsih pemikirannya merupakan bagaimana mengembangkan 
konsep-konsep baru untuk mempelajari hukum di dalam masyarakat. Timbul 
dan berkembangnya teknologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial 
dan ekonomis menimbulkan gagasan Pound untuk menjelaskan bahwa hukum 
adalah alat untuk mengubah atau merekayasa masyarakat (“law is a tool of 
social engineering). Di Indonesia, pemikiran Pound ini mendorong 
munculnya tokoh sosiologi hukumyang sangat disegani pemikirannya tentang 
hukum progresif, yaitu Prof. Dr. Satjipto Raharjo. Inti pemikiran dari kedua 
pemikir dalam mazhab sosiologi hukum tersebutadalah Hukum yang baik 
adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.
48
 
Kaitannya dengan produk hukum yang ada di Indonesia yaitu bagaimana 
produk hukum tersebut bisa membaur dengan kehidupan masyarakat atau 
bagaimana hukum tetap menunjukkan superiornya di masyarakat sebagai alat 
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untuk mengubah masyarakat. Namun, hukum tersebut juga tidak 
menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Mengutip pendapat dari 
Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak 
harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu produk tersebut bisa 
diartikan semaksimal mungkin dan dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat untuk mencapai keadilan.
49
 
Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal 
memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:
50
Pertama, 
sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-
konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi 
kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum 
bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara 
regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Menurut pendapat Bergers,21 
bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial 
dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons, ada 4 (empat) 
prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum agar hukum dapat mengemban 
fungsi kontrol tersebut, yaitu:
51
 (a) Masalah dasar legitimasi, yakni 
menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum; (b) 
Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum 
proses hukumnya; (c) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi 
tersebut, dan (d) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum. Kedua, 
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sebagai social engineering yang merupakan tinjauan yang paling banyak 
pergunakan oleh pejabat (the official perspective of the law) untuk menggali 
sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan 
menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan 
penganjur perspective social engineering by the law, Satjipto Rahardjo
52
 
mengemukakan 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan 
hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengar cara: (a) 
Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi; (b) Analisa 
terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai; (c) 
Verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan (d) Adanya pengukuran terhadap 
efektivitas dari undang-undang yang berlaku.  
Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini 
merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (the bottoms up view of the 
law). Hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya 
kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain 
sebagainya. 
Sejarah Gugatan Sederhana atau Small Claim Court didirikan oleh 
Pengadilan Cleveland pada 1913. Latar belakang sejarah Small Claim Court 
di Cleveland, adalah ketika gagasan ini muncul sebagai pengadilan pertama 
yang mengakhiri ekploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan 
yang mengutamakan perdamaian di Cleveland sejak kota tersebut tidak 
memiliki pengadilan itu sendiri, masyarakat Cleveland kemudian menyetujui 
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rancangan undang-undang yang menjadikan terciptanya gagasan Small Claim 
Court pada tahun 1913. Sedangkan dalam sejarah Small Claim Court menurut 
Anthony Ross (2007) tentang Small Claim Court, sejarah Small Claim Court 
dapat ditelurusi sampai pada tahun 1960 “Th History of the Movement to 
establish Small Claim Court dates back to early 1960’s when the Justice of 
the Peace courts were increasingly being seen as absolete.” Artinya Sejarah 
pergerakan pembentukakn Small Claim Court dapat ditelurusi sampai pada 
tahun 1960 ketika Justice of Peace (Pegawai yang berfungsi seperti Hakim 
dengan kewenangan yang terbatas untuk mendengarkan perkara perdata, 
menjaga perdamaian, melakukan tindakan yudisial, mendengar keluhan 
pidana ringan dan menindak pelanggar hukum lembaga peradilan dilihat 
semakin ketinggalan jaman. 
“The Idea was to create a court system whish would allow people to 
represent themselves. The concept was that simple, informal, lawyer, less 
court where ordinary people could settle their affairs amicably, without 
expense, delay, technicality or contentiusness, assisted by unified law 
and simplifiied procedure that opened the practice of law to the lay 
man.” 
Artinya gagasan adalah untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang 
memungkinkan orang untuk merepresentasikan diri mereka sendiri. Dengan 
konsep sederhana, informal, peradilan tanpa pengacara, dimana orang-orang 
biasa dapat menyelesaikan perkara mereka dengan damai, tanap biaya, tanpa 









Gugatan Sederhana atau Small Claim Courtadalah tata cara pemeriksaan 
di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling 
banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya 
sederhana.Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan 
ada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan 
pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada 
gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi 
besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh 
hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Gugatan 
sederhana diajukan terhadap perkara: 
1. cidera janji dan/atau  
2. perbuatan melawan hukum  
Dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta, Sedangkan yang 
tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian 
sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di 
dalam peraturan perundang-undangan atausengketa hak atas tanah. 
Masih seputar syarat gugatan sederhana, Pasal 4 Perma 2/2015 mengatur 
sebagai berikut: 
(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat 
yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki 
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kepentingan hukum yang sama. 
(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat 
diajukan gugatan sederhana. 
(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah 
hukum Pengadilan yang sama. 
(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap 
persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. 
Soal pendampingan kuasa hukum, dalam artikel Gugatan Sederhana 
Boleh Tanpa Jasa Advokat, gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili 
kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara 
gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan 
atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan 
Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) 
Perma 2/2015 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. 
Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau 
penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan 
nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang 
dikeluarkan.Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana: 
Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. 
Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:  
1. pendaftaran; 





3. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; 
4. pemeriksaan pendahuluan; 
5. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; 
6. pemeriksaan sidang dan perdamaian; 
7. pembuktian; dan 
8. putusan. 
Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari 
sejak hari sidang pertama. 
Merujuk pada isi Perma 2/2015, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi 
tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan 
kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana.Di 
dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim 
berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka 
Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan 
gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan 
pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terkait putusan akhir 
gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. 
Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak 
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C. Tinjauan Umum Persidangan Secara Elektronik 
Mahkamah Agung RI terus berusaha melakukan lompatan besar dalam 
memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada 
para pencari keadilan. Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan 
tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah 
Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi 
perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran 
perkara (e-filing), pembayaran (e-payment), dan panggilan/pemberitahuan (e-
summons) secara elektronik (online).
55
 
Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan 
kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah 
Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini 
dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni 
keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity). 
Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan 
perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta 
mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparatur pengadilan, dan 




Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan 
Indonesia yang agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan 
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yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani. Manfaat inovasi 
yang telah Mahkamah Agung RI lakukan dirasakan oleh para pihak yang 
berperkara dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tidak ketinggalan dari 
Presiden RI, yang disampaikan pada waktu pidato kenegaraan di hadapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, tanggal 16 Agustus 2019.
57
 
Pada Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-74, Mahkamah Agung RI akan 
me-launching layanan E-Court yang tidak hanya terbatas pada administrasi 
perkara secara elektronik, namun ditambah dengan persidangan secara 
elektronik. Penerapan administrasi perkara secara elektronik yang telah 
diluncurkan sejak tahun 2018, sudah merubah paradigma berperkara selama 
ini yang mengharuskan para pihak datang ke pengadilan untuk mendaftarkan 
perkaranya. Hanya dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang 
dimiliki, seperti ponsel pintar, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara 
kliennya, tanpa datang secara langsung ke pengadilan.
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Pengembangan E-Court yang selama ini baru sebatas melayani 
administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan 
persidangan secara elektronik telah mendapat payung hukum berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut 
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan tersebut 
mencabut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 
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Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018 
(selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) 
yang selama ini menjadi payung hukum layanan E-Court di pengadilan.
59
 
Sebagaimana telah disinggung di atas, perbedaan utama layanan E-Court 
tahun 2018 dengan layanan E-Court yang telah disempurnakan pada tahun 
2019 adalah penambahan menu persidangan secara elektronik. Meskipun 
demikian, tidak ada salahnya jika perbedaan tersebut sedikit dirinci lebih jauh 
dengan membandingkan antara Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 2018 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian 
gugatan sederhana mendapat respon positif dari beberapa kalangan 
masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan.  
Dalam mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu 
dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mahkamah agung nomor 2 
tahun 2015 tentng tata cara penyelesaian gugatan sederhana, khususnya 
dalam hal gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, 
penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan 
tata cara eksekusi. Maka dalam menyempurnakan perma nomor 2 tahun 2015 
tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.  
1. Dapat dilakukan sita jaminan dan diatur mengenai Aanmaning terhadap 
pihak tereksekusi  untuk melaksanakan putusan secara sukarela; 
2. Gugatan dapat didaftarkan secara elektronik sesuai PERMA Nomor 2 
Tahun 2015. 
Dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat 
membawa kemudahan bagi para pencari keadilan dalam melakukan upaya 






1. Implementasi peraturan pada Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Gugatan Sederhana dalam administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik 
Kekuasaan kehakiman memiliki 6 (Enam) prinsip yang harus 
dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip 
independence, impartiality, integrity, propriety, equality, dan competence 




a. Independensi (independence principle)  
       Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam 
proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas setiap perkara dan 
terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang 
berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan 
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pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, 
baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai 
pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang 
bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, 
kekerasan atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi 
tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, 
kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau 
kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa 
keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. 
b. Ketidak berpihakan (impartiality principle)  
Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam 
hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan 
pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang 
sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak 
mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan 
yang mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait 
dengan perkara.  
c. Integritas (Integrity Principle)  
Integritas hakim merupakan sikap batin yang 
mencerminkan kebutuhan dan keseimbangan kepribadian 
menjalankan tugas dan jabatannya. Keutuhan kepribadian 





setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam 
profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan 
menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, 
ataupun godaan-godaan lainnya.  
d. Kepantasan dan Kesopanan (propriety principle) 
Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi 
dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam prilaku setiap 
hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam 
menjalankan tugas profesionalnya yang menimbulkan rasa hormat, 
kewibawaan, dan kepercayaan.  
e. Kesetaran (Equality Principle)  
Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang 
sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil 
dan beradab tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.  
f. Kecakapan dan Keseksamaan (competence and diligence 
principle). 
Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang 
diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam 
pelaksanaan tugas. Sementara itu, keseksamaan merupakan sikap 
pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, 






Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Dan 
menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman 
adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah 
terjadinya penyalahgunaan kewenangan, guna mencegah terjadinya proses 
instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. 
Maka kekuasaan kehakiman haruslah menjadikan kekausaan kehakiman 
sebagai sebuah institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki 
dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, 
menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya, 
mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara 
hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan 
melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.
62
 
a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana 
Melaui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhan, maka nilai gugatan 200 juta kebawah dapat 
diselesaikan secara lebih cepat, waktu prosesnya tidak lebih dari 91 hari 
(termasuk eksekusi), prosespersidangan dilakukan oleh hakim tunggal, 
putusan dalam prosedur gugatan sederhana bersifat final dan banding di 
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Pengadilan tingkat pertama proses pengajuannya dilakukan langsung 
oleh pihak berperkara atau tanpa memerlukan pengacara. 
Selama 4 tahun terakhir penyelesaian perkara melalui gugatan 
sederhana menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2015 
perkara yang didaftar melalui gugatan sederhana hanya sebanyak 13 
perkara, pada tahun 2016 meningkat menjadi 762, pada tahun 2017 
jumlah pengajuan gugatan sederhana meningkat drastis menjadi 3.351 
dan pada tahun 2018 meningkat lagi hampir dua kali lipat menjadi 
6.4664 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu proses 
penyelesaian perkara perdata secara signifikan menjadi jauh lebih cepat. 
Penyelesaian sengketa sederhana (small claim court) merupakan 
sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang 
diperiksa dalam small claim court adalah perkara-perkara yang 
sederhana. Dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2019 
disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai 
gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) 
yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain 
ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat 
lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui small claim court.
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Dasar pemikiran dibentuknya PERMA ini adalah: 
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a. Pertama, terkait dengan penerapan asas sistem peradilan di 
Indonesia, yaitu bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan 
dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka 
akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. 
b. Kedua, melihat perkembangan hukum di masyarakat khususnya di 
bidang hukum bisnis dan ekonomi, yaitu bahwa perkembangan 
hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di 
masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang 
lebih sederhana, cepat, biaya ringan, terutama di dalam hubungan 
hukum yang bersifat sederhana. 
c. Ketiga, ditinjau dari aturan di atasnya, yaitu penyelesaian perkara 
perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang 
diperbarui (HIR) Staatblaad Nomor 44 Tahun 1941, Reglemen 
Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), 
Staatblaad 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum 
acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan 
lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya 
pembuktian, sehingga diperlukan suatu persidangan yang cepat dan 
sederhana.  
d. Keempat, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem 





yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa 
sederhana (small clain court). 
e. Kelima, kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung untuk 
mengatur hal-hal tersebut dalam point d bagi kelancaran 
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum 
cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan dan 
kekosongan hukum. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan 
dan menetapkan Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
64
 
b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan 
Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan Perma Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi 
dari Perma Nomor 1 Tahun 2008. Melalui proses mediasi para pihak 
dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan kesepakatan para pihak. 
Penyelesaian dengan mekanisme perdamaian akan lebih cepat dan 
tuntas karena akta perdamaian bersifat final dan binding. Pada tahun 
2018 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi berdasarkan 
Laporan Tahunan MA 2018 sebanyak 5.306 perkara. 
SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan 
Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan 
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Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan 
Dengan berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2016, maka proses 
penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban 
pembayaran utang di pengadilan menjadi lebih efisien dan 
transparan. Dalam SEMA tersebut terdapat 2 kebijakan penting yang 
diambil oleh Mahkamah Agung yaitu: Pertama efisiensi proses 
penanganan perkara dan Kedua transparansi proses penanganan 
perkara dan pemberesaan. 
c) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 
Pengadilan Secara Elektronik 
Dengan berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 gugatan perkara 
ke pengadilan dapat dilakukan secara elektronik. Aplikasi e-court 
saat ini telah bisa memfasilitasi pendaftaran perkara secara 
elektronik (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara secara 
elektronik (e-payment), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para 
pihak secara elektronik (e-summons) dan penggunaan register secara 
elektronik (e-registry). 
Dari semua regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung 
tersebut telah memberikan banyak kontribusi pada kemudahan 
proses berperkara dan kecepatan waktu penyelesaian perkara, 
sehingga hasil survei bank dunia tahun kemarin yang menyebutkan 
waktu proses penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu 





kenyataan yang ada di pengadilan, sehingga perlu adanya sosialisasi 
bagi para responden untuk benar-benar memberikan informasi yang 
sebenarnya terkait dengan kecepatan waktu proses dan kemudahan 
berperkara di pengadilan. 
Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa 
dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 
dukungan teknologi informasi dan komunikasi.65 Bentuk pelaksanaan 
persidangan secara elektronik, sebagai berikut: 
a. Pemanggilan secara elektronik 
Dalam persidangan elektronik pemanggilan secara elektronik 
dilakukan dengan cara yang Melaksanakan panggilan adalah tugas 
jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana ketentuan Pasal 103 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.Panggilan harus 
disampaikan secara sah, yakni resmi dan patut.
66
  Panggilan yang 
resmi adalah panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/jurusita 
pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah 
yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukan 
panggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika 
tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan 
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melalui kepala desa/kelurahan. Adapun panggilan yang patut adalah 
panggilan yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum 
persidangan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak 
termasuk hari yang dihitung, sebagaimana ketentuan Pasal 146 
RBg.
67
 Ketentuan pokok-pokok pemanggilan tersebut di atas 
merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku selama 
ini. Seiiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses 
pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakukan secara 
elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah 
panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili 




b. Pemanggilan di dalam yurisdiksi 
Jurusita/jurusita pengganti hanya boleh melakukan panggilan 
terhadap para pihak yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan di 
tempat ia bertugas. Panggilan disampaikan langsung kepada para 
pihak berperkara dan jika tidak bertemu, maka panggilan 
disampaikan kepada aparat pemerintahan setempat yang 
berkompeten, seperti kepala desa/kelurahan.
69
 Selain dapat 
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melakukan panggilan secara biasa, atas perintah Ketua Majelis, 
jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan secara 
elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di 
pengadilan. Para pihak yang dapat berperkara secara elektronik di 
pengadilan adalah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. 
Pengguna terdaftar adalah advokad yang memenuhi syarat sebagai 
pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban 
yang diatur oleh Mahkamah Agung RI. Adapun pengguna lainnya 
adalah subjek hukum selain advokad yang memenuhi syarat untuk 
menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan 
kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI.
70
 Panggilan secara 
elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan 
perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah 
menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. 
Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke 
domisili elektronik para pihak yang dipanggil.
71
 
c. Pemanggilan di luar yurisdiksi 
Penanganan delegasi panggilan melalui aplikasi Sistem infomasi 
Penelusuran Perkara diharapkan dapat membantu mengatasi  
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hambatan upaya untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang 
cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama yang selama ini 
disebabkan lambatnya proses penanganan permohonan delegasi 
bantuan panggilan/pemberitahuan. Mahkamah Agung RI telah 
memberikan pedoman khusus penanganan permohonan bantuan 
delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan, yakni melalui Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.
72
 Panggilan 
secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang 
berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara. 
Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili 
elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan 
kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.
73
 
d. Persidangan untuk tahapan upaya damai 
Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang 
pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. 
Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis 
Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. 
Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, 
maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh 
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proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 
RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
74
 
Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua 
majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para 
pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara 




e. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik 
Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda 
penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui aplikasi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara. Jadwal persidangan yang ditetapkan 
oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, 




Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, 
replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah 
ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam 
formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen 
elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, 
                                                 
74
 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik.   
75
 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Taahun 2019 Tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.   
76
 Ibid.; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court (Jakarta: Mahkamah 





tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak 
menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah 
menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.
77
 
Setelah menerima dokumen elekronik yang dikirimkan oleh para 
pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui E-Court. 
Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim 
tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah Majelis Hakim selesai 
memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi 
dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. 
Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiiring 
dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan 
persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas 




f. Intervensi pihak ketiga secara elektronik 
Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang 
sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan 
intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara 
elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk 
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bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan 




Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara 
elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi 
serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan 
secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang 
menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para 




g. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik 
Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah 
dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam E-Court. Asli 
dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan 
tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui aplikasi 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
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Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan 
dengan jarah jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. 
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Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur 
pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. 
Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan 
hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
Agama setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang 
demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang 
memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung 
serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan 
dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak 
penggugat atau tergugat yang menghendaki.
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h. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik 
Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen 
elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan 
meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan 
verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-
Court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, 




i. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik 
Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara 
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elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. 
Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada 
jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas 




Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan 
secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik 
kepada para pihak melalui E-Court dalam format Pdf. Pembacaan 




Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat 
memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun 
elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai 
biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan 
putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen 
elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan 
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j. Upaya hukum secara elektronik 
Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, 
dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum 
diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Semua tahapan penangan terhadap upaya hukum yang 
dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi 
penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan 
banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, 
penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman 
Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, 




2. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 
dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik 
A. Penerapan Pasal 14 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 1 
Tahun 2019 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 
7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Ditanggal yang 
sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, 
Yasonna Laoly. PERMA No.2 Thn.2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. 
PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk 







mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya 
ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak 
mampu untukmenyelesaikanapa yang disengketakannya dengan nilai 
sengketa yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila 
diselesaikan dipengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah 
“memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Harapan kedepan 
dengan keluarnya PERMA ini adalah semua lapisan masyarakat bisa 
mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 
Penyelesaian sengketa sederhana (small claim court) merupakan sebuah 
mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam 
small claim court adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 
Angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan 
Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap 
gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 
200.000.000(Dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan 
tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan 
melalui small claim court. 
Dasar pemikiran dibentuknya Perma ini adalah: 
a. Pertama, terkait dengan penerapan asas sistem peradilan di Indonesia, 
yaitu bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi 





b. Kedua, melihat perkembangan hukum di masyarakat khususnya di 
bidang hukum bisnis dan ekonomi, yaitu bahwa perkembangan hubungan 
hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat 
membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, 
cepat, biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat 
sederhana. 
c. Ketiga, ditinjau dari aturan di atasnya, yaitu penyelesaian perkara perdata 
sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) 
Staatblaad Nomor 44 Tahun 1941, Reglemen Hukum Acara untuk 
Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatblaad 227 Tahun 1927 dan 
peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan 
pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan 
serta sederhana tidaknya pembuktian, sehingga diperlukan suatu 
persidangan yang cepat dan sederhana. 
d. Keempat, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum 
perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang 
berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa sederhana 
(small clain court).Kelima, kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah 
Agung untuk mengatur hal-hal tersebut dalam point dibagi kelancaran 
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 






Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan dan menetapkan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
B. Penegakan Hukum Terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Dikaitkan 
dengan aturan-aturanya. 
Penerapan terhadap PERMA tersebut dilakukan dengan melakukan 
suatu penegakan hukum yang diharapkan dari adanya suatu PERMA 
dibentuk. Terkait dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 ditinjau dari unsur-
unsur penegakan hukum, maka: 
1. Hukum Sebagai Suatu Sistem 
Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan 
peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, meliputi 
struktur, lembaga dan proses (procedure) yang mengisinya serta terkait 
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan budaya 
hukum (legal structure). 
Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri 
dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) 
dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum meliputi badan 
eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti 
Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi 





Struktur hukum untuk menjamin terlaksananya PERMA No. 2 
Tahun 2015 meliputi Mahkamah Agung sebagai pembentuknya dan 
peradilan-peradilan di bawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan 
Perma tersebut. Peradilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 PERMA No.2 
Tahun 2015 adalah Pengadilan Negeri. Namun tidak menutup 
kemungkinan bahwa Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan 
yang sama, karena Pengadilan Agama juga diberikan wewenang untuk 
menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, khususnya sengketa 
ekonomi syariah. 
Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan 
maupun undang-undang. Substansi hukum yang terdapat dalam PERMA 
No. 2 Tahun 2015, bila ditelaah memang masih banyak kekurangannya. 
Misalnya dari hakim yang menyidangkan sengketa sederhana yaitu 
hakim tunggal tidak sesuai dengan aturan undang-undang di atasnya 
yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan HIR-nya. Kemudian 
terkait prosesnya yang ada hak dari salah satu pihak khususnya tergugat 
dihilangkan oleh PERMA ini. Dan terakhir yaitu terkait dengan upaya 
hukum yang dihilangkan dalam Perma ini diubah dengan upaya 
keberatan.  
Tujuan dan asas yang ingin dicapai dengan terbentuhnya dan 
disahkannya PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah suatu sistem peradilan 
yang cepat, sederhana, dan ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 





pendapat dari Satjipto Raharjo, maka walaupun PERMA tersebut 
bertentangan dengan aturan undang-undang di atasnya selama bisa 
dilaksanakan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat maka keutamaan 
dari pemberlakuan perma ini lebih diutamakan daripada undang-
undangnya. 
Terkait dengan kebutuhan hukum di masyarakat yang membutuhkan 
efisiensi waktu dan kemudahan, maka adanya perma ini memberikan 
peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan lebih 
cepat, khususnya sengketa-sengketa ekonomi yang nilai nominalnya di 
bawah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang diatur dalam 
PERMA tersebut. 
Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun 
perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan 
dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum 
itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu 
diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. 
Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, 
seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup 
yang berenang di lautnya (without legal culture, the legal system is inert, 
a dead fish lyingin a basket, not a living fish swimming in its sea). Setiap 
masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu 
ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa 





Budaya hukum di masyarakatakanterwujudapabilaadadibuat suatu 
aturan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuan dan 
asas dari dibentuknya suatu aturan adalah dapat dilaksanakan. Maksud 
dari dapat dilaksanakan adalah aturan atau hukumyang ada oleh 
masyarakat benar-benar dilaksanakan, ditaati sesuai dengan apa yang 
dimaksud oleh pembuatnya. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat 
merupakan keinginan sendiri dari masyarakat bukan karena paksaan. 
Contohnya: keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015, substansi dari 
PERMA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena 
banyaknya penumpukan kasus di Pengadilan yang membuthkan waktu 
lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya, 
karena masih ada upaya hukum. Satu kasus bisa baru terlaksana 
putusannya setelah satu tahun dari diajukannya.  
Dengan adanya PERMA ini, maka dalam tenggang waktu maksimal 
2 minggu, putusannya dapat dilaksanakan (eksekusi). Sedangkan 
persidangannya sampai dengan putusan, hanya memakan waktu kurang 
dari 1 bulan yaitu 25 hari. Maka, masyarakat akan lebih memilh model 
penyelesaian yang sederhana berdasarkan Perma ini, daripada model 
penyelesaian perkara yang diatur dalam undang-undang maupun HIR-
nya. Jadi adanya PERMA No. 2 Tahun 201 adalah jawaban atas apayang 
telah lama diidam-idamkan oleh masyarakat. Adanya PERMA ini, juga 
akan meningkatkan wibawa peradilan dan kepercayaan masyarakat 





Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi 
oleh hukum dan masyarakat menggunakan hukum untukmenuruti 
perilakunya.Sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat 
dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. 
2. Upaya Penegakan Hukum 
Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat 
atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Disamping itu,masyarakat 
juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu 
keadilan. Namun, apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum 
tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil 
(secarafilosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.  
Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan 
adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat 
mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil 
atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk 
segera membuat peraturan secara praktis dan 
pragmatisyaitumendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak 
sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga 
melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya 
lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian 
hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. 
PERMA No. 2 Tahun 2015 mencoba untuk memulihkan kembali 





Dengan adanya PERMA ini, maka penegakan hukum terhadap sistem 
peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah dapat terrealisasi. 
Perkembangan masyarakat yangcepat karena dipengaruhi oleh 
beranekaragam sepertiperkembangan ekonomi, perkembangan ilmu 
pengetahuan, perkembangan budaya dan perkembangan teknologi, 
mendorong masyarakat itu sendiri untuk mengikuti laju perkembangan 
masyarakat yang relatif cepat. Perkembangan masyarakat yang lajunya 
semakin cepat membuat unsur penegakan hukum juga harus mampu 
mengikuti perkembangan masyarakat. 
Menjawab hal tersebut maka keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015 
berupaya untuk mengikuti laju perkembangan masyarakat dalam 
sistempenegakan hukum. Hukum berkembang secara dinamis bukan 
statis. Hukum yang dinamis adalah hukum yang mampu mengikuti laju 
perkembangan budaya, ekonomi dan politik di masyarakat. Oleh sebab 
itu, diperlukan suatu hukum yang mampu menjawab hal tersebut. Adanya 
PERMA ini, merupakan suatu terobosan untuk terlaksananya penegakan 
hukum di bidang sistem peradilan di Indonesia, yaitu dengan 
diciptakannya suatu sistem peradilan yang juga telah sesuai dengan asas-
asas peradilan yang baikyaitu sistem peradilan yang cepat, sederhana dan 
mudah. 
Suatu sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah merupakan 
suatu sistem yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan 





maka unsur penegakan hukum yang ingin dicapai oleh adanya PERMA 
ini juga akan mudah tercapai juga. Keberadaan PERMA No. 2 Tahun 
2015 telah mewujudkan penegakan hukum, khususnya dibidang 
peradilan yang cepat, sederhana dan mudah, yang sudah menjadi idaman 
masyarakat sejak lama. 
3. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) 
Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan 
hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas 
melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. 
Penemuanhukummerupakan proses konkritisasi dan individualisasi 
peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa 
konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah “pembentukan 
hukum” dari pada “penemuan hukum”, oleh karena istilah penemuan 
hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. 
Keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah untuk menjawab 
sistem peradilan yang selama ini yang berjalan di Indonesia terkenal 
sulit, lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Khususnya dalam hal ini 
adalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis. 
Dengan keberadaan PERMA ini, maka kerja hakim terkait dengan 
banyaknya perkara akan banyak berkurang waktunya dalam 
menyelesaikannya. PERMA ini memberikan batasan waktu 25 hari untuk 
memutus perkaranya, khususnya perkara-perkara di bawah Rp. 





Keberadaan PERMA ini, juga merupakan penemuan hukum yang 
telah lama diidam-idamkan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur 
penegak hukumnya yaitu hakim itu sendiri. Sehingga dengan adanya 
PERMA ini kerja mereka bisa lebih efisien dan cepat dalam 
menyidangkan perkara ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000 (Dua 
ratus juta rupiah). Selain itu, penumpukan perkara di Pengadilan akan 
semakin berkurang, khususnya sengketa sedehana yang cepat diputus dan 
dilaksanakan putusannya landasan dan asas-asasnya sebagian besar telah 
sesuai dengan apa yang diinginkan. 
3. Problematika yang muncul dengan adanya Penerapan Perma Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana Dalam Administrasi perkara dan 
persidangan secara elektronik 
Penyelesaian sengketa menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa bahwa 
Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan 
terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 
200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara 
pembuktiannya sederhana denga Hakim Tunggal (Pasal 1 angka 1 dan 3). 
Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau perbuatan 
melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200 juta 









1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan 
khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau  
2. Sengketa hak atas tanah.  
Dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya hal ini akan menjadi 
tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur 
internet di masing-masing Pengadilan baik yang berada di kota besar hingga 
daerah terpencil. Melalui tulisan ini, Penulis mencoba menyajikan sisi lain 
dari implementasi persidangan elektronik ini, khususnya mekanisme acara 
pembuktian. dalam Perma No. 2 Tahun 2015 ini mengatur adanya kewajiban 
bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan 
(Pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti 
awal) pada saat penyerahan Jawaban (Pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) 
Perma No. 2 Tahun 2015 ini menyebutkan:
89
 
“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, 
jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) 
para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada 
hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah 
menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim 
Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.” 
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Akan tetapi, dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 ternyata 
tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan bukti 
tambahan dalam persidangan elektronik ini. Bagi Penggugat penyerahkan 
dokumen bukti secara elektronik akan disubmit pada saat pendaftaran gugatan 
(Pasal 9), sedangkan bagi Tergugat pada saat penyerahan Jawaban (Vide: 
Pasal 22 angka 2).
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Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Perma ini disebutkan persidangan 
pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang 
menurut Penulis mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya 
persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak 
menempuh acara penyerahan duplik. Jika memang tidak ada acara 
penyampaian bukti setelah duplik, maka Perma No. 2 Tahun 2015 telah 
membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka. 
Bagaimana jika para pihak hendak mengajukan bukti tambahan setelah 
masing-masing meng-upload dokumen bukti? Dalam persidangan 
konvensional, Majelis Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
para pihak untuk mengajukan bukti selama sesuai koridor acara persidangan 
saat itu. Tentunya hal ini juga perlu diantisipasi agar dalam persidangan 




Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan: “Kekuatan pembuktian 
suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.” 









Lazimnya dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan 
bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian. 
Dalam persidangan elektronik ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan 
lebih lanjut bagaimana dan kapan verifikasi/pencocokan bukti ini 
dilaksanakan mengingat dokumen telah di-upload pada saat pendaftaran 
gugatan oleh Penggugat) dan pada saat Tergugat meng-upload Jawaban. 
Proses verikasi/pencocokan bukti ini merupakan proses penting. Kekuatan 
pembuktian surat terletak pada proses verifikasi/pencocokan bukti surat 
dengan dokumen aslinya. Tanpa adanya verifikasi/pencocokan bukti surat 
dengan dokumen aslinya akan membawa dampak pada kekuatan alat bukti 
surat tersebut. Sebagai contoh dapat diambil dari salah satu kaidah hukum 
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 
17 September 1998 (yang dikutip dari Kompilasi Kaidah Hukum Putusan 
Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali 
Boediarto, SH) sebagai berikut:
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“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan 
pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. 
Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk 
disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh 
keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian 
ini maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara 







perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam 
persidangan pengadlian.” 
Meskipun dokumen bukti yang telah di-upload oleh Penggugat dan 
Tergugat secara elektronik dalam system peradilan elektronik dapat 
diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 UU No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik), namun tetap 
berdasarkan hukum acara yang berlaku dokumen elektronik tersebut tetap 
harus dicocokan dengan dokumen aslinya. Sayangnya belum ada penjelasan 
lebih lanjut dalam Perma No. 2 Tahun 2015 ini tentang bagaimana dan kapan 
proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan.
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Berikutnya dalam Pasal 24 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2015 tersebut 
juga diatur tentang dimungkinkannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli melalui 
media komunikasi audio visual sepanjang disepakati para pihak dan 
dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan (angka 2). Hal ini dapat 
diartikan proses mendengar keterangan saksi/ahli tetap dilakukan di 
pengadilan dan dihadiri oleh para pihak seperti sidang pada umumnya. 
Penggunaan sarana media komunikasi audio visual untuk mendengar 
keterangan saksi ternyata pernah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dalam persidangan perkara pidana yang menjerat Rahardi Ramelan 
pada tahun 2002. Saat itu BJ Habibie yang sedang berada di Hamburg, 
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Jerman memberikan kesaksian melalui teleconferencedalam sidang yang 
digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
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Merujuk pada isi Perma 2 Tahun 2015, maka Pemeriksaan Pendahuluan 
menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai 
dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. 
Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim 
berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka 
Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan 
gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan 
pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terkait putusan akhir 
gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. 
Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak 














1. Implementasi peraturan pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Gugatan Sederhana Dalam Administrasi Perkara dan Persidangan secara 
Elektronik yaitu dengan melaksanakan 6 (Enam) prisnsip kekuasaan 
kehakiman prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di 
dunia, yaitu prinsip-prinsip independence, impartiality, integrity, 
propriety, equality, dan competence and diligence. 
2. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana 
Dalam Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik 
dilakukan dengan melakukan suatu penegakan hukum yang diharapkan 
dari adanya suatu PERMA dibentuk. Terkait dengan PERMA No. 2 
Tahun 2015 ditinjau dari unsur-unsur penegakan hukum terdiri dari: 
hukum sebagai suatu sistem, upaya penegakan hukum, dan penemuan 
hukum (rechtsvinding). 
Keberadaan PERMA ini, juga merupakan penemuan hukum yang telah 
lama diidam-idamkan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur penegak 
hukumnya yaitu hakim itu sendiri. Sehingga dengan adanya PERMA ini 
kerja mereka bisa lebih efisien dan cepat dalam menyidangkan perkara 
ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah). Selain 
itu, penumpukan perkara di Pengadilan akan semakin berkurang, 





putusannya landasan dan asas-asasnya sebagian besar telah sesuai dengan 
apa yang diinginkan. 
3. Problematika yang muncul dari adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 
terletak kesesuaian acara persidangan dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara yang didalamnya mengatur tata cara persidangan dan 
aturan dalam persidangan. Penyelesaian sengketa menggunakan Perma 
No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
ditentukan bahwa bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata 
cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai 
gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) 
yang diselesaikan dengan tata cara pembuktiannya sederhana denga 
Hakim Tunggal (Pasal 1 angka 1 dan 3). Probelmatika yang muncul 
adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terletak pada beban pembuktian 
khususnya mekanisme acara pembuktian. Dalam Perma No. 2 Tahun 
2015 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti 
(bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (Pasal 9 angka 2) dan juga 
bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat 
penyerahan Jawaban (Pasal 22 angka 2). 
B. Saran 
1. Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di 






2. Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana Dalam 
Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik harus dilakukan 
lagi harmonisasi secara vertikal maupun horizontal agar tidak ada 
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